BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ €/2 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Tabalong
Nomor 188.45/382/2022 tentang Penetapan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan Sosial (Lakas) Pada
Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim
Penyelenggara Layanan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat
Miskin di Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3058);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5294),;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman
Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1715);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 708);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang
Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2014 tentang Unit
Pemantau Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 37);

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
37);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir




Menetapkan
KESATU

KEDUA

2.

4

dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang

Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 21);

29.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyelenggara Layanan Kesejahteraan Sosial Bagi
Masyarakat Miskin di Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran
2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

1mni.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

Pembina/Pengarah

memberikan arahan dan pembinaan terkait penyelenggaraan
Inovasi Layanan Kesejahteraan Sosial (LAKAS) dengan penuh
tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

Penanggung Jawab

bertanggung jawab atas jalannya Penyelenggaraan Inovasi LAKAS
di Wilayah Kabupaten Tabalong;

Ketua

melakukan koordinasi terkait tugas dan tanggung jawab
perangkat daerah yang mendukung lancarnya Penyelenggaraan
Inovasi LAKAS di Wilayah Kabupaten Tabalong;

Sekretaris

membantu  Ketua dalam  melakukan  koordinasi dan
pengadministrasian terkait Penyelenggaraan Inovasi LAKAS di
Wilayah Kabupaten Tabalong; dan

. Anggota

1. melakukan sosialisasi terkait Inovasi LAKAS kepada
Masyarakat di Wilayah Kabupaten Tabalong;

2. melakukan update dan pengembangan terhadap unsur-unsur
yang terdapat pada Inovasi LAKAS “Layanan Kesejahteraan
Sosial” agar penyelenggaraannya dapat terus lebih dinamis dan
berkelanjutan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan
masyarakat; dan

3. melakukan pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Inovasi
LAKAS sebagai langkah pencegahan terjadinya penyimpangan
dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
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KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
/ada tanggal &/ Alovemaber 202z

BUPATI TABALONG,

ﬁél

ANANG SYAKHFIANI “,

Tembusan Kepada Yth:

1.
2.

3.
4.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Camat se-Kabupaten Tabalong.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ f4\p /2022
TANGGAL 0! mouvevber 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI WILAYAHKABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
N, DINAS TIM
1. | Bupati Tabalong Pengarah /Pembina
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah /Pembina
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Ketua
5. | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Sekretaris
6. | Seluruh Camat di Wilayah Kabupaten Anggota
Tabalong 12 (dua belas) orang
7. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota
Kabupaten Tabalong
9. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Anggota
Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
10. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Anggota
Sosial Kabupaten Tabalong
11. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Anggota
Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
12. | Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada Anggota
Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Sub BagianPerencanaan pada Dinas Anggota
Sosial Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Sub BagianKeuangan pada Dinas Anggota
Sosial Kabupaten Tabalong
15. | Staf pada Dinas Sosial pada Kabupaten Anggota
Tabalong 5 (lima) orang
16. | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Anggota
Kecamatan Kelua

%UPATI TABALONG, Z

fANANG SYAKHFIANI /'(




